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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillāh, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 
Swt. atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga buku 
yang berjudul “ILMU FIQH EKONOMI” ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 
saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa 
mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. 

Buku Ilmu Fiqh Ekonomi ini disusun sebagai salah satu upaya untuk 
memberikan pemahaman yang sistematis mengenai hukum Islam yang 
berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi dan muamalah. Ilmu fiqh 
ekonomi memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia 
karena hampir setiap aktivitas kehidupan tidak dapat dilepaskan dari 
hubungan ekonomi, baik dalam bentuk transaksi, akad, kegiatan bisnis, 
lembaga keuangan, maupun penyelesaian berbagai persoalan ekonomi 
yang muncul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap 
fiqh ekonomi tidak hanya diperlukan oleh mahasiswa dan akademisi, tetapi 
juga oleh praktisi, pelaku usaha, pengelola lembaga keuangan syariah, serta 
masyarakat secara umum. 

Buku ini membahas beberapa pokok penting yang diharapkan dapat 
memberikan pemahaman yang utuh mengenai fiqh ekonomi. Pembahasan 
diawali dengan Pengertian Fiqh Ekonomi, yang memberikan landasan 
konseptual mengenai pengertian, ruang lingkup, karakteristik, dan tujuan 
mempelajari fiqh ekonomi. Selanjutnya dibahas Sumber Hukum Fiqh 
Ekonomi, meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, serta berbagai 
metode istinbath hukum yang digunakan dalam menjawab persoalan 
ekonomi. 

Pembahasan berikutnya adalah Akad dan Fiqh Muamalah, yang menjadi 
dasar dalam memahami hubungan hukum antara para pihak dalam 
berbagai transaksi ekonomi. Buku ini juga membahas Lembaga Keuangan 
Syariah, termasuk prinsip-prinsip yang menjadi landasan operasional 
lembaga keuangan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap syariah. 
Selanjutnya, pembaca diajak memahami Bisnis dan Etika Islam, karena 
kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, 
tetapi juga harus dibangun berdasarkan kejujuran, keadilan, amanah, 
tanggung jawab, kemaslahatan, dan menjauhi segala bentuk kezaliman. 
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Seiring dengan perkembangan zaman, fiqh ekonomi juga menghadapi 
berbagai persoalan baru. Oleh karena itu, buku ini menghadirkan 
pembahasan mengenai Fiqh Ekonomi Kontemporer, yang berupaya 
menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan 
ekonomi modern, termasuk berbagai bentuk transaksi dan aktivitas 
ekonomi yang terus mengalami perubahan. Selain itu, dibahas pula 
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, sebagai bagian penting dalam 
mewujudkan keadilan dan kepastian hukum ketika terjadi perselisihan 
dalam aktivitas ekonomi syariah. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih aplikatif, buku ini dilengkapi 
dengan Studi Kasus. Kehadiran studi kasus diharapkan dapat membantu 
pembaca menghubungkan teori, kaidah, prinsip, dan ketentuan fiqh 
ekonomi dengan persoalan nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 
Dengan demikian, pembelajaran fiqh ekonomi tidak berhenti pada 
pemahaman teoritis, tetapi dapat berkembang menjadi kemampuan untuk 
menganalisis dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Mempelajari ilmu fiqh ekonomi pada hakikatnya bukan sekadar 
mempelajari halal dan haram dalam transaksi. Lebih dari itu, fiqh ekonomi 
mengajarkan bagaimana manusia menjalankan aktivitas ekonominya 
dengan tetap menjaga hubungan dengan Allah Swt., sesama manusia, dan 
lingkungan. Harta dalam perspektif Islam bukanlah tujuan akhir kehidupan, 
melainkan amanah yang harus diperoleh dan dikelola melalui cara yang 
benar. Karena itu, pemahaman fiqh ekonomi menjadi penting agar aktivitas 
mencari keuntungan tidak menghilangkan nilai keadilan, kejujuran, 
kemanusiaan, dan kemaslahatan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki berbagai 
kekurangan, baik dalam penyajian materi, kedalaman pembahasan, 
penggunaan referensi, maupun sistematika penyusunannya. Keterbatasan 
tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan 
keilmuan yang senantiasa membutuhkan penyempurnaan. Oleh sebab itu, 
penulis dengan penuh kerendahan hati memohon maaf atas segala 
kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam buku ini. 

Penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang 
konstruktif dari para pembaca, akademisi, praktisi, maupun pihak-pihak lain 
yang memiliki perhatian terhadap perkembangan ilmu fiqh ekonomi. Kritik 
dan saran tersebut akan menjadi bahan yang sangat berharga untuk 
penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. 
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Akhirnya, penulis berharap semoga buku Ilmu Fiqh Ekonomi ini dapat 
memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa, dosen, 
peneliti, praktisi ekonomi syariah, pelaku usaha, dan masyarakat luas. 
Semoga buku ini dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas 
wawasan, mempertajam pemahaman, serta menumbuhkan kesadaran 
bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam bukan hanya persoalan memperoleh 
keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab 
manusia sebagai khalifah Allah Swt. di muka bumi. 

Semoga setiap ilmu yang terdapat dalam buku ini menjadi ilmu yang 
bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi yang 
berkeadilan, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. 

 
 
 

Penulis 
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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 

A. DEFINISI FIQH EKONOMI  
Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai: 
"Ma'rifatu al-nafsi ma laha wa ma 'alaiha" (pengetahuan seseorang 
mengenai hak dan kewajibannya)1. 
 
Definisi ini menunjukkan bahwa fiqh mencakup seluruh aspek 

kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Abu 
Hanifah, transaksi ekonomi merupakan bagian dari hukum syariat yang 
mengatur hak dan kewajiban manusia dalam memperoleh, mengelola, dan 
mendistribusikan harta secara halal. Oleh karena itu, fiqh ekonomi 
dipahami sebagai seperangkat ketentuan syariat yang mengatur hubungan 
ekonomi agar tercapai keadilan dan kemaslahatan. 

 
Definisi Fiqh Menurut Imam al-Syafi'i (150–204 H) 
Imam al-Syafi'i mendefinisikan fiqh sebagai: 
"Al-'Ilmu bi al-ahkam al-syar'iyyah al-'amaliyyah al-muktasab min 
adillatiha al-tafshiliyyah."2 
 
Artinya, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat 

praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Berdasarkan definisi 
tersebut, fiqh ekonomi merupakan cabang fiqh yang mengatur hukum-
hukum praktis mengenai aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, 
kerja sama usaha, utang-piutang, investasi, dan berbagai bentuk transaksi 
muamalah lainnya yang didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas 

 
 

                                                           
1 Abu Hanifah, sebagaimana dikutip dalam Az-Zuhaili, 2018, hlm. 18 
2 Al-Syafi'i, sebagaimana dikutip dalam Az-Zuhaili, 2018, hlm. 19 



 

 

BAB II 
 
 

SUMBER HUKUM FIQH EKONOMI 
 

A. AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM 
Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan paling utama dalam 

fiqh ekonomi Islam. Seluruh prinsip dasar mengenai kepemilikan harta, 
transaksi, distribusi kekayaan, larangan riba, kewajiban zakat, keadilan 
ekonomi, dan etika bisnis bersumber dari wahyu Allah Swt25. Seluruh 
sumber hukum lainnya, seperti Sunnah, ijma', dan qiyas, harus selaras dan 
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an. Oleh karena itu, 
setiap aktivitas ekonomi dalam Islam wajib menjadikan Al-Qur'an sebagai 
landasan normatif utama. 

Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Qur'an tidak hanya mengatur persoalan 
ibadah, tetapi juga seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan 
ekonomi 26 . Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, tolong-
menolong, dan kemaslahatan menjadi fondasi dalam setiap aktivitas 
muamalah sehingga ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi, 
tetapi juga keberkahan. 

 
Al-Qur'an sebagai Dasar Penetapan Prinsip Muamalah 
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa seluruh hukum muamalah 
dalam Islam dibangun di atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-
Qur'an. Ayat-ayat mengenai perdagangan, hutang-piutang, akad, warisan, 
dan larangan memakan harta secara batil menjadi dasar dalam penyusunan 
berbagai hukum ekonomi Islam yang terus berkembang sesuai kebutuhan 
zaman27. 

                                                           
25 Al-Syafi'i. (2002). Al-Risalah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 20–24; Wahbah al-

Zuhaili, 2011, jil. I, hlm. 417 
26 Al-Ghazali. (2004). Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah jil. 

I, hlm. 174; Yusuf al-Qaradawi, 2010, hlm. 52 
27 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2002, jil. III, hlm. 11–15; Wahbah al-Zuhaili, 2011, jil. I, hlm. 
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BAB III  
 
 

PRINSIP-PRINSIP FIQH EKONOMI 
 

A. TAUHID 
Prinsip tauhid merupakan fondasi utama dalam fiqh ekonomi Islam 

karena seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah 
kepada Allah Swt. Konsep tauhid tidak hanya menegaskan keesaan Allah 
dalam aspek akidah, tetapi juga menjadi dasar etika dan hukum dalam 
seluruh aktivitas muamalah. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak 
dipisahkan dari nilai-nilai spiritual, melainkan diarahkan untuk memperoleh 
keridaan Allah melalui cara-cara yang halal, adil, dan bermanfaat. Al-Qur'an 
menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah 
kepada Allah sebagaimana firman-Nya dalam QS. Az-Zariyat [51]: 56. Ayat 
ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan 
ekonomi, harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah, sehingga 
keuntungan material bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk 
mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. 

Menurut Imam Al-Ghazali, tauhid merupakan landasan seluruh perilaku 
manusia, termasuk dalam aktivitas mencari harta. Dalam Ihya' Ulum al-Din, 
beliau menjelaskan bahwa kekayaan hanyalah wasilah (sarana), sedangkan 
tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui 
pemanfaatan harta secara benar 97 . Oleh karena itu, seseorang tidak 
dibenarkan memperoleh keuntungan dengan cara yang mengandung riba, 
gharar, penipuan, maupun kezaliman terhadap pihak lain. Kekayaan yang 
diperoleh secara halal akan menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan 
pribadi dan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa tauhid 
melahirkan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi sehingga 
pelaku usaha tidak semata-mata mengejar profit, tetapi juga 
memperhatikan aspek halal dan keberkahan. 

                                                           
97 Al-Ghazali. (2004). Ihya' 'Ulum al-Din (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 
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BAB IV 
 
 

KEPEMILIKAN DALAM ISLAM 
 

A. KONSEP KEPEMILIKAN 
Konsep kepemilikan (al-milkiyyah) dalam Islam merupakan salah satu 

pilar utama fiqh ekonomi yang mengatur hubungan manusia dengan harta 
berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Islam mengakui 
hak kepemilikan individu sebagai fitrah manusia sekaligus sebagai 
instrumen untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun hak tersebut 
bukanlah hak yang bersifat mutlak. Seluruh harta pada hakikatnya adalah 
milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya berperan sebagai khalifah yang 
diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan 
ketentuan syariat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. QS. Al-Hadid 
[57]: 7 yang menyatakan bahwa manusia diperintahkan beriman kepada 
Allah dan menginfakkan sebagian dari harta yang Allah jadikan berada 
dalam kekuasaannya. Demikian pula dalam QS. Al-Baqarah [2]: 284 
ditegaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. 
Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manusia bersifat 
relatif, sedangkan kepemilikan Allah bersifat mutlak dan absolut.  

Menurut Imam Abu Hanifah, kepemilikan (milk) merupakan hak yang 
diberikan syariat kepada seseorang untuk memanfaatkan suatu harta 
secara sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Dalam 
mazhab Hanafi, hak kepemilikan lahir melalui sebab-sebab yang dibenarkan 
syariat, seperti akad, warisan, hibah, wasiat, hasil usaha, dan penguasaan 
terhadap benda yang belum dimiliki siapa pun (ihraz al-mubahat). Pemilik 
mempunyai hak menggunakan, mengembangkan, maupun mengalihkan 
hartanya, tetapi tidak dibenarkan memanfaatkannya untuk tujuan yang 
haram atau merugikan orang lain149. Oleh karena itu, hak kepemilikan selalu 

                                                           
149 Al-Kasani, A. B. (1986). Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i' (Jil. VI). Beirut: Dar al-

Kutub al-'Ilmiyyah., hlm. 186–189 



 

 

BAB V  
 
 

AKAD DALAM FIQH EKONOMI 
 

A. PENGERTIAN AKAD 
Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan akad sebagai keterkaitan antara 

ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih sehingga 
menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Menurut 
mazhab ini, unsur utama akad adalah adanya kesesuaian kehendak para 
pihak (tarāḍī) yang diwujudkan melalui ijab dan kabul188. Selama syarat dan 
rukunnya terpenuhi, maka akad memiliki kekuatan hukum yang mengikat 
para pihak. 

Definisi ini menunjukkan bahwa akad tidak hanya merupakan 
pernyataan kehendak, tetapi juga menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban 
yang wajib dipenuhi sesuai prinsip keadilan dan kerelaan. 

Menurut ulama Mazhab Maliki, akad adalah hubungan hukum yang 
lahir dari kehendak dua pihak atau lebih untuk mewujudkan suatu tujuan 
yang dibenarkan syariat serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek 
akad189. Mazhab Maliki menekankan bahwa akad harus menghasilkan 
kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. 

Dalam pandangan ini, keberadaan kerelaan para pihak harus diiringi 
dengan tujuan yang halal serta memberikan manfaat bagi semua pihak 
sehingga tidak mengandung unsur kezaliman. 

Menurut ulama Mazhab Syafi'i, akad merupakan hubungan antara ijab 
dan kabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat sehingga 
menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Mazhab Syafi'i 
memberikan perhatian besar terhadap kesesuaian lafaz ijab dan kabul serta 
terpenuhinya seluruh rukun dan syarat akad190. 
                                                           

188 Alauddin Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i, Jilid V 
(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 133. 

189 Ahmad al-Dardir, Al-Syarh al-Kabir, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 2. 
190 Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin, Jilid III (Beirut: 

Al-Maktab al-Islami, 1991), hlm. 339 



 

 

BAB VI 
 
 

JUAL BELI (AL-BAI') 
 

A. PENGERTIAN JUAL BELI 
Jual beli (al-bay') merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang 

paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, jual 
beli merupakan aktivitas yang dibolehkan (mubah) karena menjadi sarana 
untuk memenuhi kebutuhan hidup, selama dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah. Syariat Islam mengatur bahwa transaksi jual beli 
harus dilandasi oleh kerelaan para pihak, kejujuran, keadilan, serta 
terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), 
penipuan (tadlīs), dan praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. 
Dengan demikian, jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, 
tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai moral dan 
tanggung jawab sosial. 

Secara etimologis, kata al-bay' (البيع) berasal dari bahasa Arab yang 
berarti menjual, menukar, atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu 
yang lain. Dalam terminologi fikih, para ulama dari berbagai mazhab 
memberikan definisi yang berbeda redaksinya, namun memiliki substansi 
yang sama, yaitu perpindahan hak milik atas suatu barang atau manfaat 
melalui akad yang sah menurut syariat. 

 
1. Pengertian Jual Beli Menurut Mazhab Hanafi 

Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta 
dengan harta melalui cara tertentu yang memberikan manfaat serta 
dibenarkan oleh syariat. Mazhab Hanafi menekankan adanya perpindahan 
kepemilikan melalui pertukaran yang dilakukan atas dasar kerelaan para 
pihak220. 
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BAB VII  
 
 

AKAD-AKAD KOMERSIAL 
 

A. MURABAHAH 
Murabahah (المرابحة) merupakan salah satu bentuk akad jual beli (bai') 

yang paling banyak digunakan dalam praktik ekonomi dan perbankan 
syariah. Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata ribh (ربح) yang 
berarti keuntungan atau laba. Secara terminologis, murabahah adalah akad 
jual beli di mana penjual menginformasikan harga perolehan (harga pokok) 
barang kepada pembeli, kemudian menambahkan keuntungan (margin) 
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak246. Dengan demikian, pembeli 
mengetahui secara transparan harga pokok barang dan besarnya 
keuntungan yang diperoleh penjual. 

Dalam praktik ekonomi syariah modern, murabahah menjadi akad 
pembiayaan yang paling dominan karena memberikan kepastian mengenai 
harga, margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran. Berbeda dengan 
pinjaman berbunga, keuntungan dalam murabahah berasal dari aktivitas 
jual beli barang yang nyata (underlying asset), bukan dari tambahan atas 
utang (riba). Oleh karena itu, murabahah dipandang sebagai akad yang 
sesuai dengan prinsip syariah selama memenuhi rukun, syarat, dan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, murabahah adalah jual beli suatu barang 
berdasarkan harga pokok yang diketahui oleh pembeli dengan tambahan 
keuntungan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak247. Penjual 
wajib menjelaskan harga perolehan barang secara jujur agar tidak terjadi 
penipuan (tadlīs) dalam transaksi. 

Sayyid Sabiq mendefinisikan murabahah sebagai bentuk jual beli 
amanah (bai' al-amānah), yaitu penjual memberitahukan harga pokok 
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2002), hlm. 3585. 
247 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V (2002), hlm. 3587 



 

 

BAB VIII 
 
 

LARANGAN DALAM MUAMALAH 
 

A. RIBA 
1. Pengertian Riba 

Riba (الربا) secara bahasa berarti tambahan, pertumbuhan, 
berkembang, atau kelebihan. Secara terminologi fikih muamalah, riba 
adalah setiap tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi 
utang-piutang maupun pertukaran barang ribawi tanpa adanya imbalan 
yang dibenarkan oleh syariat. Tambahan tersebut dianggap sebagai bentuk 
pengambilan harta orang lain secara tidak adil sehingga diharamkan dalam 
Islam. 

Islam melarang praktik riba karena bertentangan dengan prinsip 
keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. Riba 
menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang lemah, 
memperlebar kesenjangan sosial, serta menghilangkan semangat tolong-
menolong dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam 
menggantikan praktik riba dengan akad-akad berbasis jual beli, bagi hasil, 
sewa-menyewa, dan kerja sama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan 
serta pembagian risiko. Dalam praktik ekonomi modern, larangan riba 
menjadi salah satu prinsip utama yang membedakan sistem keuangan 
syariah dengan sistem keuangan konvensional yang menggunakan bunga 
(interest). 

 
2. Pengertian Riba Menurut Para Ulama 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, riba adalah tambahan yang disyaratkan 
dalam transaksi tertentu tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh 
syariat, baik dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran barang 
ribawi 283 . Tambahan tersebut diharamkan karena mengandung unsur 
ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak 
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BAB IX 
 
 

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 
 

A. BANK SYARIAH 
Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana bersumber 
dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Berbeda dengan bank 
konvensional yang menggunakan sistem bunga (interest), bank syariah 
menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), jual beli (al-bai'), 
sewa (ijarah), serta berbagai akad syariah lainnya yang bebas dari unsur 
riba, gharar, maisir, tadlis, ihtikar, dan risywah. Tujuan utama bank syariah 
tidak hanya memperoleh keuntungan (profit), tetapi juga mewujudkan 
keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta kemaslahatan 
masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah). 
Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bank syariah adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan 
menghindari praktik bunga serta menerapkan sistem pembiayaan yang adil 
dan transparan 

Perkembangan bank syariah di dunia dimulai sejak berdirinya Dubai 
Islamic Bank pada tahun 1975 sebagai bank komersial Islam pertama yang 
beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia, 
perkembangan bank syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat 
Indonesia pada tahun 1991 yang mulai beroperasi pada tahun 1992. 
Perkembangan industri perbankan syariah kemudian memperoleh landasan 
hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah, yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, 
tata kelola, serta pengawasan bank syariah di Indonesia. Kehadiran regulasi 
tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan 
sistem keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional315  

                                                           
315 (Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 37). 



 

 

BAB X 
 
 

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF 
 

A. ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI 
Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki 

dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Secara etimologis, zakat 
berarti tumbuh (an-namā'), berkah (al-barakah), suci (ath-thahārah), dan 
bersih (at-tazkiyah). Adapun secara terminologis, zakat adalah sejumlah 
harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan 
usaha yang telah memenuhi syarat dan nisab untuk diberikan kepada 
golongan yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ketentuan 
syariat Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi 
sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi 
kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, mengurangi 
kemiskinan, mempersempit kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat merupakan 
sistem keuangan sosial Islam yang memiliki fungsi ekonomi sangat strategis 
karena mampu menggerakkan distribusi pendapatan, meningkatkan daya 
beli masyarakat miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
berkeadilan.337  

Dasar hukum zakat bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' 
ulama. Allah Swt. berfirman: 

 
"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan menyucikan mereka..." (QS. At-Taubah [9]: 103). 
 
Selain itu Allah Swt. juga berfirman: 
"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." (QS. Al-Baqarah [2]: 43). 
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BAB XII  
 
 

FIQH EKONOMI KONTEMPORER 
 

A. E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF SYARIAH 
E-commerce (electronic commerce) merupakan kegiatan perdagangan 

barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan 
memanfaatkan jaringan internet sebagai media transaksi. Dalam praktiknya, 
e-commerce memungkinkan penjual dan pembeli melakukan akad, 
pembayaran, serta pengiriman barang tanpa harus bertemu secara 
langsung. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola 
perdagangan dari sistem konvensional menjadi sistem digital yang lebih 
cepat, efisien, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam perspektif 
syariah, e-commerce pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk dalam 
ruang lingkup muamalah yang hukum asalnya adalah boleh (al-aṣlu fī al-
mu'āmalāt al-ibāḥah) selama tidak terdapat dalil yang melarang serta 
memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip akad dalam Islam. Menurut 
Wahbah az-Zuhaili, seluruh bentuk transaksi muamalah pada dasarnya 
diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti 
riba, gharar, maisir, penipuan, dan kezaliman.367  

Landasan hukum e-commerce dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-
Qur'an dan As-Sunnah. Allah Swt. berfirman: 

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." 
(QS. An-Nisā' [4]: 29). 
 
Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi perdagangan harus 

dilakukan atas dasar kerelaan para pihak (an-tarāḍin minkum) serta tidak 
mengandung unsur kebatilan. Selain itu, Allah Swt. berfirman: 
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BAB XIII 
 
 

MAQASHID SYARIAH DALAM FIQH EKONOMI 
 

A. KONSEP MAQASHID SYARIAH 
Maqāṣid al-Syarī‘ah merupakan konsep dasar dalam hukum Islam yang 

menjelaskan tujuan, hikmah, dan nilai-nilai yang hendak diwujudkan 
melalui seluruh ketentuan syariat. Dalam konteks fiqh ekonomi, Maqāṣid al-
Syarī‘ah menjadi landasan filosofis dalam mengatur aktivitas ekonomi agar 
tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit oriented), tetapi juga 
memperhatikan aspek keadilan, kesejahteraan, keseimbangan sosial, serta 
keberkahan dalam memperoleh dan menggunakan harta. Fiqh ekonomi 
Islam tidak hanya membahas hukum halal dan haram suatu transaksi, tetapi 
juga mempertimbangkan tujuan yang lebih luas, yaitu bagaimana kegiatan 
ekonomi dapat mewujudkan kemaslahatan manusia (jalb al-maṣāliḥ) dan 
mencegah kerusakan (dar’u al-mafāsid). Menurut Imam al-Syāṭibī 386 , 
seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt. memiliki tujuan utama untuk 
merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. 

Dalam kajian fiqh ekonomi, Maqāṣid al-Syarī‘ah berfungsi sebagai 
pendekatan untuk memahami tujuan dari berbagai aturan ekonomi Islam. 
Setiap transaksi yang diperbolehkan dalam Islam memiliki tujuan untuk 
menciptakan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan 
kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya memberikan 
aturan mengenai akad, tetapi juga memberikan batasan moral agar 
aktivitas ekonomi tidak menimbulkan ketidakadilan. Larangan terhadap riba, 
gharar, maisir, tadlis, ihtikar, dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi 
merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap manusia agar aktivitas 
ekonomi berjalan secara sehat dan berkeadilan. Menurut Imam al-
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BAB XIV 
 
 

PENYELESAIAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH 

 
A. KONSEP SENGKETA EKONOMI SYARIAH 

Sengketa ekonomi syariah merupakan perselisihan atau konflik hukum 
yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi 
berdasarkan prinsip syariah, baik dalam bidang perbankan syariah, 
pembiayaan, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, 
maupun berbagai bentuk transaksi bisnis lainnya. Sengketa tersebut muncul 
karena adanya perbedaan pemahaman, ketidaksesuaian pelaksanaan akad, 
pelanggaran hak dan kewajiban para pihak, atau adanya tindakan yang 
dianggap merugikan salah satu pihak dalam hubungan ekonomi. 

Dalam perspektif hukum Islam, sengketa ekonomi tidak hanya 
dipandang sebagai persoalan hukum formal antara pihak yang berselisih, 
tetapi juga berkaitan dengan nilai keadilan (al-‘adl), kejujuran (ṣidq), 
amanah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah harus diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan 
hubungan para pihak serta menghindari kerugian yang lebih besar. Prinsip 
utama dalam penyelesaian sengketa Islam adalah mewujudkan perdamaian 
(iṣlāḥ) dan keadilan sebagaimana tujuan utama syariat. 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad dalam hukum Islam merupakan 
ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang melahirkan akibat hukum 
terhadap objek tertentu. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan 
kewajibannya sesuai akad, maka dapat menimbulkan sengketa yang harus 
diselesaikan berdasarkan prinsip hukum Islam.420  
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BAB XV 
 
 

STUDI KASUS FIQH EKONOMI 
 

A. PEMBIAYAAN SYARIAH 
Pembiayaan syariah merupakan salah satu bentuk penerapan fiqh 

ekonomi dalam aktivitas lembaga keuangan yang bertujuan menyediakan 
dana bagi masyarakat tanpa menggunakan mekanisme bunga (riba). 
Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang pada umumnya didasarkan 
pada hubungan kreditur dan debitur dengan imbalan berupa bunga, 
pembiayaan syariah dibangun berdasarkan akad yang memiliki konsekuensi 
hukum tertentu, seperti jual beli (murabahah), kerja sama bagi hasil 
(mudharabah dan musyarakah), serta sewa (ijarah). Dengan demikian, 
keabsahan pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh adanya 
kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah, tetapi juga oleh 
terpenuhinya rukun, syarat, objek akad, serta prinsip-prinsip syariah. Dalam 
fiqh muamalah, hukum asal transaksi ekonomi adalah boleh selama tidak 
terdapat dalil yang melarangnya dan transaksi tersebut tidak mengandung 
unsur riba, gharar, maysir, tadlis, maupun bentuk ketidakadilan lainnya.  

Salah satu contoh yang dapat dikaji adalah pembiayaan murabahah 
untuk pembelian kendaraan. Misalnya, seorang nasabah membutuhkan 
kendaraan untuk menunjang kegiatan usahanya dengan harga Rp200 juta. 
Nasabah kemudian mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Bank 
membeli kendaraan tersebut dari pemasok, kemudian menjualnya kepada 
nasabah dengan harga yang telah disepakati, misalnya Rp240 juta yang 
dibayar secara angsuran selama jangka waktu tertentu. Dalam perspektif 
fiqh, transaksi tersebut pada dasarnya merupakan akad jual beli, bukan 
akad pinjaman uang berbunga. Keuntungan bank berasal dari margin 
penjualan yang telah diketahui dan disepakati sejak awal. Fatwa DSN-MUI 
No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah mensyaratkan antara lain 
bahwa barang yang diperjualbelikan harus halal, bank harus memiliki 
barang tersebut, dan harga pembelian serta margin harus diketahui oleh 
nasabah. Karena itu, substansi transaksi harus benar-benar mencerminkan 
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